BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas, maka penulis

mengambil kesimpulan sebagai berikut

1.

Implementasi AAUPB yang dilaksanakan atau diterapkan oleh Dinas
PMPTSP terkait dengan penerbitan IMB bahwa Dinas PMPTSP telah
menjalankan asas-asas berdasarkan Perda Wonogiri Nomor 8 Tahun
2016 Tentang lzin Mendirikan Bangunan Pasal 2 yang menyebutkan
asas yang digunakan dalam penerbitan IMB di daerah antara lain
keterbukaan, akuntabilitas, kemanfaatan dan partisipasi. Ada perbedaan
antara asas keterbukaan dan asas transparansi, namun secara pengertian
bahwa asas keterbukaan dan asas transparansi memiliki makna yang
sama Yaitu asas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk
mendapatkan data atau informasi yang benar, jujur dan tidak
diskriminatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan tetap
memperhatikan hak asasi manusia, golongan dan rahasia negara.
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Dinas PMPTSP telah
mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik
dnegan memperhatikan dan menyesuaikan dengan Perda 8 Tahun 2016
Tentang lIzin Mendirikan Bangunan dan UU AP Meskipun adanya
sedikit perbedaan mengenai AAUPB yang ada pada Perda IMB

Wonogiri dengan UU AP namun hal tersebut bukan merupakan
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masalah selama asas yang digunakan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.

Kendala yang dialami oleh Dinas PMPTSP dalam memberikan
penerbitan IMB, terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor
eksternal. Kendala faktor eksternal kurangnya partisipasi dari
masyrakat dan kesadaran masyarakat berkaitan dengan pengajuan
mendirikan bangunan. Padahal apabila masyarakat tidak memiliki IMB
maka akan dikenakan sanksi administratif yaitu dengan penghentian
bangunan hingga pembongkaran bangunan. Jika hal ini dibiarkan maka
akan merugikan pihak lain jika bangunan tersebut dibangun tidak sesuai
dengan ketentuan IMB. Sedangkan faktor internal terdapat dua yang
menjadi kendala yaitu kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dan
sdm (sumber daya manusia). DPMPTSP masih mengalami atau
masih kekurangan komputer dan lemahnya jaringan internet serta
kendaraan oprasional hal ini bisa menjadi penghambat dalam
melakukan pelayanan dalam penerbitan dan permohonan IMB.
Berkaitan dengan SDM masih terdapat pegawai yang terlambat datang
ke kantor hal ini juga mengakibatkan tidak optimalnya dalam
melakukan pelayanan.

. Solusi yang diambil oleh Dinas PMPTSP dalam mengatasi kendala
yang pertama tentang kurangnya fasilitas sarana dan prasarana
yaitu pihak DMPTSP saat ini telah menambah komputer dan jaringan

internet yang layak sehingga pelayanan IMB dapat berjalan secara
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efektif dan optimal dan juga telah mengajukan untuk permohonan
kendaraan operasional. Berkaitan dengan SDM solusi yang diambil
yaitu dengan mengadakan apel pagi sebelum melakukan absen finger.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran
atau masukan sebagai berikut

1. Dinas PMPTSP ke depannya lebih memperhatikan kembali dalam asas-
asas yang digunakan dalam menerbitkan perizinan sehingga terdapat
kesamaan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Dikarenakan IMB sudah tidak berlaku dan diganti dengan PBG
sehingga kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana merupakan hal
penunjang yang penting diharapkan DMPTSP dapat mencukupi
kebutuhan tersebut dengan segera, agar ketika PBG nanti dijalankan
dapat efektif dan berjalana secara optimal. Kedisiplinan pegawai juga
merupakan hal yang penting diharapkan ada ketegasan dari DMPTSP
dalam menyikapi hal tersebut. Dinas PMPTSP lebih sering memberikan
bimtek atau bimbingan teknis tentang pemahaman izin yang sekarang
dan peningkatan pemahaman izin agar terciptanya partisipasi dari
masyarakat.

3. DMPTSP lebih memberikan keterbukaan informasi sehingga
masyarakat lebih mudah mendapatkan nformasi dan melakukan

percepatan dalam pelayanan.
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